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ABSTRACT 

 This research was carried out in Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency to 

find out several things. Kuantan Mudik District, which has 23 villages and its capital city, 

namely Lubuk Jambi, has a lot of natural and economic potential to advance regional 

development. This of course requires planning for the development of facilities and 

infrastructure from the government. 

 This research uses qualitative research methods, using two data source methods, 

namely primary data and secondary data. Primary data was obtained using interviews and 

documentation. And Secondary Data was obtained using books, journals, theses, laws, Home 

Affairs, Regional Regulations, and also social media and official websites. 

 The results of this research show that it is not yet fully effective. In implementing the 

stages, the sub-district has formed a team to organize the Musrenbang, held MusrenbangDes in 

all villages in the Kuantan Mudik sub-district, conducted a pre-district Musrenbang before the 

implementation of the Musrenbag at the sub-district level. Then in the evaluation section of 

plan implementation, of course the level of participation is very influential in implementing 

Musrenbang. However, the results of this research still contain several shortcomings, such as 

some participants who were unable to attend due to livelihood obstacles, and also many 

community proposals that were not fully accommodated. 

Keywords: Stages, Participation, Musrenbang. 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara 

demokrasi yang mengalami perkembangan 

yang pesat seiring berjalannya waktu. 

Demokrasi sendiri bentuk pemerintahan 

rakyat yang mana memiliki kekuasaan 

tertinggi sesungguhnya ialah rakyat sesuai 

dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat. Demokrasi bisa dilihat pada 

keikutsertaan masyarakat Indonesia dalam 

memajukan negara dari beberapa aspek 

baik secara langsung maupun melalui 

perwakilan perumusan, pengembangan, dan 

pelaksanaan kebijakan menyangkut hidup 

banyak orang. Demokrasi juga merupakan 

paham yang memberikan gagasan dalam 

pembuatan perencanaan pembangunan yang 

melibatkan seluruh masyarakat sebagai 

pemberi dan pelaku yang menjadi sasaran 

utama pada keberhasilan perencanaannya. 

Salah satunya pada bidang politik, dimana 

partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan 

untuk mewujudkan kehidupan politik yang 

baik atas dasar hak dan kewajiban.  

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) 
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merupakan program pemerintah yang 

dilaksanakan dengan bertahap baik dari 

tingkat desa hingga tingkat nasional dengan 

tujuan memajukan dan mengembangkan 

wilayah disuatu desa hingga negara. 

Dengan adanya MUSRENBANG ini 

merupakan bentuk dari partisipasi 

masyarakat dalam memberikan haknya dan 

pendapat dalam pembangunan daerah 

masing-masing. MUSRENBANG juga 

sarana pemerintah kepada masyarakat untuk 

mengambil peran dalam pembangunan 

daerah dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional  pada 

pasal 1 ayat (21) bahwa “MUSRENBANG 

merupakan forum antar pelaku dalam 

menyusun rencana pembangunan nasional 

dan rencana pembangunan daerah.  

Perencanaan pembangunan juga 

merupakan satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana – rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, 

jangka menengah dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 

negara dan masyarakat baik ditingkat pusat 

maupun di daerah. Pada Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004, untuk mendorong 

proses pembangunan secara terpadu efisien, 

perencanaan pembangunan  di Indonesia 

mempunyai 5 tujuan, yaitu:  

1. Mendukung koordinasi antar pelaku 

pembangunan. 

2. Menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi dan sinergi antar 

daerah, waktu dan fungsi 

pemerintah, baik pusat maupun 

daerah. 

3. Menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran pelaksanaan dan 

pengawasan. 

4. Mengoptimalkan partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan. 

5. Menjamin tercapainya penggunaan 

sumber daya secara efisien, efektif 

dan adil. 

Pada kaitannya dengan sistem 

perencanaan pembangunan yaitu 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa 

setiap daerah harus menyusun rencana 

pembangunan daerah secara sistematis, 

terarah, terpadu dan tanggap terhadap 

perubahan (Pasal 2 ayat 2). Perencanaan 

pembangunan juga memiliki beberapa 

komponen utamanya dari beberapa definisi, 

yaitu: 

1. Mempunyai sasaran pembangunan 

yang jelas sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

2. Merupakan usaha pemerintah yang 

terencana dan sistematis dalam 

mengendalikan dan mengatur proses 

pembangunan. 

3. Mencakup pada variabel-variabel 

yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan  secara 

keseluruhan baik langsung maupun 

tidak langsung. 

4. Memiliki periode  tahunan, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 yaitu pada Pasal 5 Ayat 4 yang 

menyatakan “penyelenggaraan pemerintah 

dalam mengurus pemerintahannya sesuai 

pada Ayat 2 berdasarkan pada asas 

Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas 

Pembantu”. Pelaksanaan pemerintahan 

daerah dalam Pasal 1 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 1 

dan juga Pasal 18 pada UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

menegaskan desentralisasi dalam negara 

kesatuan yang mana semua urusan 

pemerintahan terletak pada pemerintah 

pusat namun, dapat diserahkan kepada 

pemerintah yang lebih rendah. Dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pasal 5 Ayat 1 dan 2 menjelaskan NKRI 

terbagi atas Daerah Provinsi dan Daerah 

yang mana dibagi lagi Kabupaten 

Kecamatan dan Kelurahan atau Desa. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan “penyerahan  

urusan pemerintah dari pemerintah pusat 

kepada daerah otonom berdasarkan pada 
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asas otonomi” dan Pasal 1 ayat 5 kekuasaan 

pemerintah kewenangan Presiden 

pelaksanaannya dilakukan kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan 

Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan mensejahterakan 

masyarakat.  

Lalu pada tahun 2020 terbentuklah 

Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 

2021 yang memaparkan bagaimana 

mekanisme dalam penyusunan rancangan 

awal hingga rangcangan akhir RKPD 2021 

dalam BAB II. Lalu pada bagian Arah 

Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 

2021 dalam Pendahuluan menyebutkan 

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan 

fungsi yang sangat strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

mengingat secara substansial, secara 

normatif, secara operasional, secara faktual. 

Kecamatan Kuantan Mudik yang memiiki 

23 desa yang beribu kota kecamatannya 

yaitu Lubuk Jambi sangat banyak memiliki 

potensi alam hingga perekonomian untuk 

memajukan pembangunan daerah. Hal ini 

tentunya perlu adanya perencanaan 

pembangunan sarana dan prasarana dari 

pihak pemerintah kecamatan agar dapat 

mengembangkan wilayah lebih baik lagi.  

Tabel. 1.1 : Usulan setiap desa di 

Kecamatan Kuantan Mudik: 
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Sumber : data olahan dari Kantor Camat 

Kuantan Mudik 

Berdasarkan tabel di atas 

Kecamatan Kuantan Mudik memiliki 

banyak usulan yang perlu dikembangkan 

dalam pembangunan daerah di Kecamatan 

Kuantan Mudik. Beberapa usulan tersebut 

tentunya bentuk aspirasi dan musyawarah 

masyarakat kepada Kepala Desa agar dapat 

mengembangkan desa masing-masing. Dan 

juga, dalam usulan tersebut merupakan 

kebutuhan dasar masyarakat tak hanya 

pembangunan tetapi juga berupa 

pemberdayaan dan pelayanan yang 

dibutuhkan di masyarakat. Dengan usulan 

tersebut dapat mendorong pengembangan 

perekonomian warga dan mempermudah 

akses warga setempat. Sebab itu, penelitian 

ini memfokuskan pada beberapa usulan 

yang dinaikkan kepada Camat Kuantan 

Mudik. Hal ini camat Kuantan Mudik 

mengajukan beberapa usulan pembangunan, 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 1.2 : Usulan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan 

(MUSRENBANG) 

Kecamatan Kuantan Mudik 

Tahun 2021 

 

 

Sumber : data olahan dari Kantor Camat 

Kuantan Mudik 

Kecamatan Kuantan Mudik kembali 

memilih usulan dari berbagai desa untuk 

menentukan usulan prioritas yang akan 

dinaikkan kepada Bupati Kuantan Singingi 

dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) tahun 

2021. 
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Tabel. 1.3 : Usulan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan 

(MUSRENBANG) 

Kecamatan Kuantan Mudik 

tahun 2021 yang terlaksana 

 

 
Sumber : data olahan dari website 

kuansing.go.id 

Permasalahan yang dapat penulis 

ambil dari data yaitu, kenyataan yang dapat 

dilihat dari lapangan ialah masih banyaknya 

usulan yang diajukan tidak terlaksana 

ataupun diakomodir. Dimulai dari semua 

usulan yang tidak dapat ditampung oleh 

pihak kecamatan, masih banyaknya 

beberapa desa yang tidak masuk usulan 

MUSRENBANG kecamatan, kurangnya 

usulan kebutuhan dasar masyarakat, hingga 

masuknya usulan dari pihak kecamatan. 

Dari banyak usulan masyarakat di setiap 

desa hanya ada 15 usulan masuk kedalam 

usulan prioritas kecamatan dan juga hanya 

ada 9 usulan yang terlaksana atau 

terakomodir ditahun 2021. Masyarakat 

setempat berharap dengan memberikan 

usulan kepada kepala desa agar bisa 

membantu perekonomian warga dan juga 

membantu memajukan daerah tersebut. 

Masalah yang dapat diliat dilapangan, yaitu: 

1. Tidak adanya kantor desa di Desa 

Pebaun Hilir dan Pebaun Hulu 

menyebabkan sulitnya masyarakat 

beserta perangkat desa berinteraksi 

maupun bermusyawarah secara 

bersamaan mengingat kurangnya 

akses gedung kantor desa tersebut. 

Kurangnya ruang masyarakat dalam 

memberikan aspirasi masyarakat 

serta komunikasi dan interaksi antar 

masyarakat kepada perangkat desa. 

Tentunya sarana dan prasarana di 

desa ini sangat beperngaruh besar 

bagi kemajuan desa dalam hal 

pembangunan. Sebab, desa yang 

baik harus didukung oleh sarana dan 

prasarana yang baik juga agar 

memudahkan masyarakat dalam 

pelayanan dan kenyamanan 

masyarakat terjaga, serta masyarakat 

merasa aman dan sejahtera. 

2. Seringnya terjadi macet di pasar 

Lubuk Jambi yang meresahkan para 

pengguna jalan. Hal ini disebabkan 

banyaknya pedagang dan pembeli 

karena arus jual beli yang padat dan 

ditambah dengan banyaknya 

kendaraan yang berlalu lalang serta 

masih banyaknya pembeli yang 

memarkirkan kendaraannya 

sembarangan. Tak hanya itu, 

banyaknya pedagang yang 

menjualkan dagangannya 

sembarangan seperti di bahu jalan 

bahkan di area parkir pengunjung 

juga menyebabkan terhambatnya 

lalu lintas para pengendara ditambah 

lagi banyaknya kendaraan roda 

enam yang berlalu lalang juga 

menyebabkan lambannya arus lalu 

lintas di pasar Lubuk Jambi. 

3. Butuhnya bentuk partispasi semua 

golongan yang terlibat juga 

berpengaruh pada pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) di 

Kecamatan Kuantan Mudik ini. 

Dimulai dari perwakilan dari pihak 

pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi, Anggota DPRD DAPIL III 

Kepala Desa Kecamatan Kuantan 

Mudik, BPD Kecamatan Kuantan 

Mudik, Pegawai dan Staff 

Kecamatan Kuantan Mudik, hingga 

tamu umum dari Kecamatan 

Kuantan Mudik. Sebab, 
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kenyataannya pada daftar usulan 

prioritas Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) di 

Kecamatan Kuantan Mudik tahun 

2021 tidak adanya usulan dari 

beberapa desa tetapi memasukkan 

usulan dari kecamatan yang 

tentunya bukan bentuk dari 

penerapan partisipatif dalam 

pelaksanaan MUSRENBANG. 

Dalam pelaksanaan ini termasuk 

pada bagaimana mekanisme 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) di 

Kecamatan Kuantan Mudik yang 

menerapkan partisipasi seluruh 

masyarakat yang bersangkutan. 

Musyawarah yang harus dilakukan 

setiap tahun ini tentunya memiliki 

maksud dan tujuan yang sangat 

penting demi kepentingan desa. 

Musyawarah ini memang 

melibatkan semua aspek penting 

masyarakat desa, seperti warga desa, 

organisasi masyarakat sipil, BPD 

dan pemerintah desa. Dengan 

maksud menyatukan prioritas 

pembangunan desa agar selaras 

dengan arah kebijakan pemerintah 

desa yang akan diusulkan untuk 

tahun berikutnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

penelitian yang berfokus pada tahun 2021, 

penulis tertarik untuk meneliti, “Tahapan 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) di 

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2021”. Penulis 

ingin mengetahui bagaimana tahapan dari 

Pemerintah Kecamatan Kuantan Mudik 

dalam MUSRENBANG tahun 2021.  

 

2. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas seharusnya 

pemerintah mampu mengoptimalkan dan 

merealisasikan semua usulan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan 

(MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan 

Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2021 dengan menentukan tahapan 

penyusunan, penetapan, pengendalian, dan 

evaluasi pelaksanaan rencana. Hal ini 

tentunya sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan suatu daerah akibat 

kurangnya sarana prasarana yang 

mendukung dan bukan hanya sekedar 

formalitas didalam usulan tersebut. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Untuk mengetahui tahapan 

penyusunan, penetapan, pengendalian, dan 

evaluasi pelaksanaan rencana dalam 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan 

Mudik Kabupatem Kuantan Singingi Tahun 

2021. 

 

4. Studi Terdahulu 

a. Haricha Dwi Randa, Ilmu 

Pemerintahan, Universitas Riau (2015) 

dengan judul “Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa 

Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat 

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 

2014)”. 

b. M. Kharisma Dermawan, Ilmu 

Pemerintahan, Universitas Riau (2021) 

dengan judul “Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan 

(MUSRENBANG) di Kecamatan 

Marpoyan Damai Tahun 2019”. 

c. Nofriko Hendra, Ilmu Pemerintahan, 

Universitas Riau (2016) dengan judul 

“Partisipasi Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa (Studi Kasus di 

Desa Jambai Makmur Kecamatan 

Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-

2013)”. 

d. Eka Fitria Ningsih, Administrasi Publik, 

Universitas Islam Riau (2020) dengan 

judul “Evaluasi Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa 

(MUSRENBANGDES) di desa Muara 

Bahan Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2018”. 
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e. Muhammad Zakir, Administrasi Publik, 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

(2020) dengan judul “Implementasi 

Program MUSRENBANG di 

Kecamatan Bontonompo Kabupaten 

Gowa”. 

f. Lenny Aprianingsih, Administrasi 

Publik, Universitas Muhammadiyah 

Mataram (2021) dengan judul 

“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pemabangunan 

(MUSRENBANG) dalam Upaya 

Mewujudkan Pembangunan (Studi pada 

Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat 

Kabupaten Sumbawa)”. 

 

5. Kerangka Teori  

Tahapan merupakan sebagai 

tingkatan ataupun jenjang yang disebutkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI).  

Perencanaan, merupakan proses 

dalam menentukan hal-hal yang dituju. 

Menurut beberapa para ahli perencanaan 

merupakan proses yang berhubungan 

terhadap keputusan ataupun pilihan dari 

pemanfaatan penggunaan sumber daya agar 

mencapai tujuan dimasa depan oleh conyers 

(Arsyad 1999:19) 

Menurut Erly Suandy (2001:2) ialah 

proses penentuan tujuan organisasi lalu 

kemudian menyajikan dengan jelas strategi-

strategi, taktik, dan operasi yang 

dibutuhkanagar mencapai tujuan organisasi 

secara menyeluruh. Menurut Nugroho 

(2003:67) perencanaan merupakan kegiatan 

pembangunan yang berprioritas, karena 

pada pembangunan menentukan arah 

prioritas dan strategi pembangunan. 

Lalu, menurut G. R. Terry dalam 

Hasibuan (2011:92) perencanaan 

merupakan pengumpulan data yang 

digabungkan dari fakta yang menggunakan 

asumsi serta merumuskan kegiatan yang 

dibutuhkan agar mencapai tujuan yang 

sama. Menurut Williams dalam Afiffuddin 

(2010:95) memiliki beberapa proses 

perencanaa, yaitu: 

1. Menetapkan maksud dan tujuan 

perencanaan. 

2. Menetapkan alternatif. 

3. Menentukan sumber yang 

dibutuhkan. 

4. Menentukan organisasi, metode dan 

langkah-langkah. 

5. Menetapkan rencana itu sendiri. 

Lalu penjelasan tentang bottom-up 

merupakan tahapannya atau 

perencanaannya dilaksanakan dari bawah 

ke atas yang dibuat berdasarkan kebutuhan, 

keinginan dan permasalahan yang dihadapi 

oleh bawahan bersama-sama dengan atasan 

dalam menetapkan kebijakan atau 

pengambilan keputusan dan atasan juga 

berfungsi sebagai fasilitator. Biasanya 

dimulai dari tingkat desa, yang dihadiri oleh 

mereka yang ditunjuk peraturan 

perundangan ataupun kebijakan lain, 

misalnya melalui kegiatan Musyawarah 

Pembangunan Desa (MUSBANGDES) atau 

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 

(MUSRENBANGDES). 

Menurut Nugroho dan Rochmin 

Dahuri (2004) pembangunan diartikan 

upaya terkoordinasi agar menciptakan 

pemanfaatan yang lebih banyak kepada 

masyarakat agar mampu memenuhi aspirasi 

yang manusiawi. Menurut  Siagian (1994) 

pembangunan merupakan rangkaian usaha 

perubahan dan pertumbuhan terencana serta 

dilaksanakan secara sadar oleh suatu 

pemerintahan negara untuk mencapai 

pembinaan negara bangsa. Lalu, menurut 

Portes (1976) menjelaskan pembangunan 

itu seperti transformasi ekonomi, sosial dan 

budaya, yang merupakan proses perubahan 

terencana untuk memperbaiki kehidupan 

masyarakat. Adapun macam-macam 

perencanaan pembangunan, yaitu: 

1. Perencanaan Jangka Panjang (20 

tahun) 

2. Perencanaan Jangka Menengah (5 

tahun) 

3. Perencanaan Jangka Pendek (1 

tahun) 

Musrenbang merupakan forum antar 

pelaku dalam rangka menyusun 

perencanaan pembangunan nasional dan 
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juga rancangan pembangunan daerah yang 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Dalam peraturan 

tersebut menyebutkan tahapan perencanaan 

pembangunan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) yaitu: 

1. Penyusunan Rencana 

2. Penetapan Rencana 

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 

4. Evaluasi Pelaksanaa Rencana 

 

6. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif yang 

bersumber teori dari data  atau teori 

berdasarkan fakta yang konsep dan faktor 

dikembangkan penulis dilapangan. Dengan 

diperolehnya data dari website Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kecamatan Kuanyan 

Mudik lalu didukung oleh data lapangan 

dapat dimanfaatkan dan membuktikan 

kebenaran teori yang timbul dilapangan. 

Penelitian kualitatif menggunakan suatu 

periode yang dilakukan berulang kali agar 

cermat dan lengkap dengan keadaan yang 

sesungguhnya (Muslimin, 2002:2). Alasan 

peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

karena pendekatan ini banyak digunakan 

dalam penelitian studi kasus dan 

eksploratif, penelitian ini juga lebih sesuai 

dengan pengumpulan informasi dan 

fenomena yang akan diteliti penulis yaitu 

Mekanisme Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) di 

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2021. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan sekarang sangat 

mengutamakan masyarakat sebagai pelaku 

utamanya. Dalam hal ini, pemerintah tidak 

lagi memegang penuh pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

tersebut, melainkan pemerintah sebagai 

fasilisator dan katalisator, sehingga pada 

tahap perencanaan sampai pelaksanaannya 

masyarakat mampu mengikuti dan memberi 

usulan terkait kebutuhan hak meraka. 

Dalam tahapan pelaksanaan Musrenbang 

tersebut merupakan kegiatan tahunan yang 

dilakukan oleh Kecamatan Kuantan Mudik 

guna menyerap aspirasi masyarakat di 

setiap desanya. Artinya, masyarakat 

mempunyai hak penuh untuk terlibat dan 

memberikan usulan dalam pengambilan 

keputusan di kegiatan Musrenbang agar hak 

dasar mereka terpenuhi. Dalam keuntungan 

yang berbeda dalam menghadiri 

Musrenbang ini secara tidak langsung 

peserta akan mendapatkan  pembelajaran 

bagaimana dalam pengelolaan program dan 

dana yang didapat dari mereka kepada 

pemerintah sehingga mereka dapat 

memanfaatkan melalui kegiatan 

Musrenbang ini sebaik-baiknya. Kegiatan 

ini dilaksanakan  setiap tahunnya dengan 

mengundang secara terbuka pemangku 

kepentingan hingga masyarakat untuk 

menghadiri kegiatan tersebut yang 

dilaksanakan pada 09 Maret 2021 di Aula 

Kantor Camat Kuantan Mudik. Pembahasan 

ini juga dilaksanakan sesuai pada bab I 

yang mana membahas pada tingkat 

partisipasi masyarakat di Musrenbang 

Kecamatan Kuantan Mudik pada Tahun 

2021. 

 

Tahapan Penyusunan Rencana 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) di 

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten 

Kuantan Singingi tahun 2021 

Penyusunan rencana ini 

dilaksanakan untuk menghasilkan 

rancangan lengkap suatu rencana yang siap 

untuk ditetapkan melalui penyiapan 

rancangan rencana pembangunan yang 

bersifat menyeluruh, menyiapkan 

rancangan rencana kerja dengan 

berpedoman pada rancangan rencana 

pembangunan yang telah disiapkan dari 

hasil usulan-usulan setiap desa di 

Kecamatan Kuantan Mudik. Rancangan 

rencana di Kecamatan Kuantan Mudik 

dimulai dari tahapan bawah yang mana 

melakukan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan 
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dilanjutkan pada tahapan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan tingkat 

Kecamatan, lalu pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan RKPD guna 

mendapatkan rancangan akhir dan diakhiri 

pada proses tahapan penyelenggaraan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

RKPD di Kabupaten. 

Dari hasil wawancara bersama 

beberapa partisipan yang mengahadiri 

Musrenbang Kecamatan Kuantan mudik 

dapat diketahui dalam teori merupakan 

tahapan penyusunan rencana yang 

dilakukan pihak kecamatan meliputi: 

1. Melaksanakan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan tingkat 

Desa setiap tahunnya. 

2. Membentuk panitia penyelenggara 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan untuk tingkat 

kecamatan. 

 

Tahapan Penetapan Rencana dalam 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) di 

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten 

Kuantan Singingi tahun 2021 

Penetapan rencana merupakan 

produk hukum yang mengikat semua pihak 

untuk melaksanakannya seperti adanya 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Tahun 2021, Peraturan 

Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021. 

Semua peraturan ini tentunya menjelaskan 

tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

pelaksanaan Musrenbang baik tingkat 

Nasional/Daerah. 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional menjelaskan dalam 

Pasal 1 Ayat 3 yaitu “Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional adalah satu 

kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka 

panjang, jangka menengah, dan tahunan 

yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara negara dan masyarakat di 

tingkat Pusat dan Daerah.” Dalam hal ini 

menjelaskan menampung aspirasi 

masyarakat sari tingkat desa, kecamatn lalu 

dibawa ke tingkat pusat melalui 

serangkaian forum pertemuan dan 

konsultasi. Tetapi kenyataannya sangat 

sedikit usulan dari setiap desa yang 

dimasukan dalam agenda pembangunan 

Nasional dimanipulasi untuk kepentingan 

tertentu. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Tahun 2021 menyebutkan 

dengan mempertimbangkan efektivitas 

pembangunan di daerah guna mendukung 

pencapaian sasaran pembangunan nasional, 

perlu sinergi perencanaan program kerja 

tahunan antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan antar pemerintah 

daerah melalui rencana kerja pemerintah 

daerah.  Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 

2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2021 ini mengacu pada penjabaran dari 

RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 

2016-2021 mengacu pada RKP Tahun 

2021, sasaran dan prioritas pembangunan 

nasional dan RKPD Provinsi Riau Tahun 

2021. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 

1 menjelaskan bahwa “RKPD Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2021 memuat 

Pendahuluan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan 

RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan 

Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan 

Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana 

dan Sasaran Pembangunan Daerah dan 

Penutup”. 

 

Tahapan Pengendalian Pelaksanaan 

Rencana dalam Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan 
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(MUSRENBANG) di Kecamatan 

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan 

Singingi tahun 2021 

Pengendalian pelaksanaan rencana 

ini dilaksanakan agar tercapainya tujuan 

dan sasaran pembangunan yang tertuang 

dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan 

dan penyesuaian selama pelaksanaan 

rencana tersebut. Adapun pengendalian 

pelaksanaan yang dilakukan ini melalui 

dengan adanya sosialisasi dan dilakukannya 

Pra-Musrenbang.  

Hasil wawancara bersama informan 

dapat membantu dalam proses atau tahapan 

yang dilakukan pihak Kecamatan Kuantan 

Mudik kepada masyarakatnya untuk dapat 

ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbang 

setiap tahunnya. Dalam hal ini kita 

mengetahui untuk tahapan pengendalian 

pelaksanaan rencana ini pihak kecamatan 

melakukan sosialisasi dan juga Pra-

Musrenbang sebelum melaksanakan 

Musrenbang Kecamatan. Sosialisasi ini 

dilakukan secara menyeluruh ke setiap 

desa-desa di Kecamatan Kuantan Mudik 

dan juga sosialisasi dilaksanakan sekaligus 

ketika pelaksanaan MusrenbangDes di 

setiap desa. 

 

Tahapan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) di 

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten 

Kuantan Singingi tahun 2021 

Evaluasi pelaksanaan rencana ini 

merupakan kegiatan perencanaan 

pembangunan yang sistematis 

mengumpulkan serta menganalisis data dan 

informasi untuk menilai pencapaian 

sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan 

seperti hasil dan dampaknya pada 

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) di 

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten 

Singingi tahun 2021. 

Evaluasi dalam pelaksanaan 

Musrenbang ini tentunya membahas 

pentingnya partisipasi yang hadir dikegiatan 

tersebut. Ini merupakan salah satu 

pendekatan dalam pelaksanaan perencanaan 

pembangunan yang berpengaruh besar 

untuk pembangunan. Partisipasi 

Musrenbang di kecamatan Kuantan Mudik 

tentunya harus dihadiri perwakilan 

kepentingan dari setiap desa-desa. Dengan 

banyaknya tingkat kesadaran partisiapsi 

masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang 

ini tentunya usulan yang didapat dan 

dibutuhkan dapat tersampaikan oleh pihak 

pemerintah. Di kecamatan Kuantan Mudik 

memiliki lapisan masyarakat yang 

mayoritas berprofesi di sektor pertanian, 

peternak, dan pedagang. Dalam hal itu 

berpengaruh dalam tingkat kesadaran 

masyarakat untuk mengikuti Musrenbang di 

tingkat kecamatan, karena yang sudah 

diketahui sebelum pelaksanaannya pihak 

desa juga sudah melaksanakan Musrenbang 

di tingkat desa yang mana mereka sudah 

terwakilkan dalam memberi usulan kepada 

Kepala Desa masing-masing. Tak hanya itu, 

kepada tamu umum dari setiap lembaga 

yang ada di Keacamatan Kuantan Mudik 

juga tidak banyak memiliki waktu luang 

dalam menghadiri Musrenbang ini dengan 

alasan pekerjaan juga. Dengan ini pihak 

kecamatan harus dapat menarik perhatian 

masyarakat betapa pentingnya menghadiri 

Musrenbang ditingkat kecamatan juga.  

Adapun macam-macam partisipasi 

yang dapat diketahui dalam keterlibatannya 

adalah: 

 Partisipasi Langsung 

Partisipasi ini terjadi apabila dalam 

kegiatan seseorang melakukan 

sesuatu atau berinteraksi pada 

proses partisipasi tersebut. 

Contohnya seseorang memberikan 

pandangan terhadap permasalahan 

yang dibahas dan juga dapat 

mengajukan usulan yang 

dibutuhkan. 

 Partisipasi Tidak Langsung 

Partisipasi ini dilakukan apabila 

seseorang memberikan usulannya 

kepada orang lain atau 

mendelegasikan hak partisipasinya 

kepada orang lain. 

Tahapan evaluasi selanjutnya yaitu 

dapat diketahui pada bab I yang 
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menjelaskan permasalahan dari usulan 

setiap desa tidak dapat diakomodir semua. 

Ini tentunya menjadikan permasalahan dan 

tanda tanya kenapa banyaknya usulan yang 

diinput desa, lalu dipilih lagi menjadi 

usulan prioritas, akan tetapi dari usulan 

prioritas tersebut juga tidak dapat 

diakomodir semua. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dilihat dari hasil penilitian penulis, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

Dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) di 

Kecamatan Kuantan Mudik ini kita bisa 

mengetahui bahwa tahapan yang terlaksana 

dalam Musrenbang ini tentunya sudah 

diatur sebaik mungkin. Dalam pelaksanaan 

tahapannya pihak kecamatan telah 

melakukan pembentukan tim 

penyelenggaraan Musrenbang, mengadakan 

sosialisasi dan MusrenbangDes di seluruh 

desa di kecamatan Kuantan Mudik, 

melakukan Pra-Musrenbang kecamatan 

sebelum pelaksanaan Musrenbag tingkat 

Kecamatan. Namun pada tingkatnya belum 

sepenuhnya efektif karena masih 

memilikinya beberapa kekurangan seperti 

beberapa undangan yang tidak dapat 

menghadiri dikarenakan ada hambatan, dan 

juga masih banyaknya usulan masyarakat 

yang tidak tertampung secara menyeluruh. 

Tak hanya itu, permasalahan yang 

ada juga dari semua usulan prioritas tidak 

dapat diakomodir semua. Ini terjadi 

diakibatkan kurangnya anggaran dana dari 

pihak Kabupaten yang tidak dapat 

memenuhi semua pembangunan usulan 

yang ada di Kecamatan Kuantan mudik. 

Terlebih lagi, dari semua usulan prioritas 

yang diusulkan dalam Musrenbang 

kecamatan ini terdapat beberapa usulan 

yang dimasukan bukan dari usulah 

masyarakat Kuantan Mudik. Usulan 

tersebut merupakan usulan dari pihak 

kecamatan yang mana untuk membangun 

kebutuhan kecamatan. Tentunya usulan 

yang dimasukkan tidak hanya didengar 

dengan pendekatan partisipasi, namun juga 

adanya unsur politik yang diusungkan 

untuk memberi keuntungan bagi 

pembangunan kebutuhan pihak kecamatan. 

 

SARAN 

Berdasarkan uraian di atas, penulis 

ingin memberikan saran kepada pihak 

kecamatan Kuantan Mudik terkait 

pelaksanaan MUSRENBANG tingkat 

kecamatan ini supaya nanti dapat berjalan 

lebih baik lagi dan mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat dengan bijak agar 

terlaksana semua yaitu dengan:  

1. Meningkatkan pelaksanaan dan juga 

persiapan dalam pelaksanaan 

Musrenbang di Kecamatan. 

2. Melakukan pengawasan yang mana 

memberitahukan kepada masyarakat 

lebih luas lagi dan mengawasi 

partisipasi dari setiap desa yang 

datang, dan juga ikut serta 

mengawasi pelaksanaan 

pembangunan secara langsung 

dengan turun ke lapangan.  

3. Memprioritaskan kebutuhan 

masyarakat tak hanya di 

pembangunan tetapi di pelayanan 

dan pemberdayaan juga tanpa ada 

campur tangan usulan politik. 

4. Melaksanakan usulan yang 

sebelumnya tidak diakomodir, dan 

juga lebih bisa memanfaatkan 

penganggaran dana guna 

tercapainya semua usulan di setiap 

daerah ini. 
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